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penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Hj. Umi
Chotimah, M.Pd., Ph.D dan Drs. Emil El Faisal, M.Si. sebagai pembimbing atas
segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., Dekan FKIP Unsri,
Dr. Farida, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan [Imu Pengetahuan Sosial, Kurnisar,
S.Pd., M.H., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administasi selama
penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga di tujukan kepada Drs. Alfiandra,
M.Si. Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si. dan Kurnisar, S.Pd., M.H. anggota penguji
yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan sekripsi ini. Lebih lanjut
penulis mengucapkan terima kasih kepada Faisal Kimi A.Md, Kepala Desa
Kerinjing yang telah memberikan kemudahan selama pelaksanaan penelitian
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga sekripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran

bidang studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni.

Indralaya, Agustus 2018
Penulis,
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat di desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja
Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang yang diperoleh dengan
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah dukumentasi, observasi, dan wawancara. Uji keabsahan data
dengan wuji kredibilitas, wuji transferabilitas, wuji dependabilitas, dan uji
konfirmabilitas. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan diketahui
bahwa peranan pemerintah desa Kerinjing dalam memberdayakan masyarakat
dapat dilihat pertama, peran pemerintah desa sebagai bina manusia. Kedua, peran
pemerintah desa sebagai bina usaha. Keriga, peran pemerintah desa sebagai bina
lingkungan. Keempat, peran pemerintah desa sebagai bina kelembagaan.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014
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ABSTRACT

This study aimed to determine the role of village government in
empowering communities in KerinjingTanjung Village, Tanjung Raja Sub-
District in Ogan Ilir Regency based on Law No. 6 of 2014. It used descriptive
method with qualitative approach. Informants in this study as many as six people
obtained by using purposive sampling technique. Data collection techniques used
were documentation, observation, and interviews. Test data validity with
credibility test, transferability test, dependability test, and confirmability test. Data
analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusions. Based
on the analysis of data and discussion, it was found that the role of Kerinjing
village government in empowering the community can be seen first, the role of
village government as human development. Second, the role of village
government as business development. Third, the role of village government as

environment coach. Fourth, the role of village government as institutional
development.

Keywords : Village Government, Community Empowerment,

Law
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melaksanakan otonomi desa sendiri di butuhkan seorang pemimpin
yang mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemerintahan desa.
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang di maksud
dengan pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sitem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kemudian pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan pemerintah
desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Menurut Pasal 26 ayat (2) kepala
desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan
desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Setneg
Republik Indonesia, 2014 )..

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung
jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tersebut kepada bupati (Widjaja, 2010: 3). Pembangunan yang dilakukan harus
selalu melibatkan masyarakat baik perencanaan maupun pelaksanan yang hasilnya
dapat rasakan oleh seluruh masyarakat. Supaya pembangunan tidak hanya
dinikmati oleh kelompok tertentu yang ada di desa tersebut atau bahkan oleh
orang-orang yang memiliki kepentingan yang berasal dari luar lingkungan desa
(Suwondo, 2008: 73).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah desa terdiri
dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa
mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa
kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban
kepada badan permusyawaratan desa, serta menginformasikan laporan
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pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat
(Suharto, 2016: 105)

Pemerintah desa merupakan orang yang memiliki tugas dan wewenang
untuk mengatur pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan
dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakar serta melakukan pembangunan
untuk kepentingan bersama. Pemerintah desa terdiri dari Kepala desa, Sekertaris
desa, serta aparat desa lainnya.

Tata pemerintahan desa di seluruh Indonesia menggenal dua macam
bentuk, yaitu pimpinan pemerintahan diletakan di tangan seorang kepala atau
pimpinan pemerintahan di pegang oleh sebuah dewan. Akan tetapi,
benetukseperti ini mengalami perkembangan prinsipiel selama penjajahan
belanda. Pada umumnya pemerintahan desa di Indonesia bentuknya di zaman
dulu menurut hukum adat adalah kolegial. Jika lingkungan warga berkuas besar,
seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah dilakukan oleh kepala desa dan juru tulis
desa. Meskipun demikian hal-hal yang penting selalu diputuskan oleh rapat desa
(Suharto, 2016: 70)

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan
otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan
kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program .
karena itu upaya memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga
kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat tujuan terwujudnya
kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2010:76)

Secara konsep Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment),
berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama
pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005:
57). Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan
masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada
masyarakat (community- based development). Pendekatan utama dalam
pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai
proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembengunannya
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sendiri (Mardikanto dan Soebianto, 2015: 32). Sedangkan menurut Subejo (dalam
Mardikanto, 2015: 32) mengartikan

proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang

disengaja untuk  memfasilitasi masyarakat lokal ~ dalam

merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal

vang dimiliki melalui collective dan networking sehingga pada

akhimya mercka memiliki kemampuan dan kemandirian secara

ekonomi, ekologi, dan sosial.

Untuk mempertegas pengertian pemberdayaan masyarakat Tim Deliveri
(dalam Mardikanto, 2015: 76) mengartikan bahwa “pemberdayaan sebagai suatu
proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat
meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses
sumberdaya setempat sebaik mungkin”. Kemudian pendapat yang sama juga
dikemukakan oleh Mardikanto (2015: 40) yang menyatakan “memberdayakan
masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat laspisan
masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan dirinya
dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan™.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (12) undang-undang nomor 6 tahun 2014
menyebutkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menurut Craig (dalalm Hikmat, 2013: 3-4) menjelaskan
pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam
proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara. Karena itu, perlu
ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan altenatif berupa
pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat
lokal.

Masalah-masalah yang di hadapi desa adalah keterbelakangan dan
kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh
ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada suber-sumber power. Proses
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historis yang panjang menyebabkan terjadinya power dis powerment, yakni
peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak
memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai
oleh mereka yang memiliki power. Keterbelakangan secara ekonomi
menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Pemberdayaaan bertujuan dua
arah pertama melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua

memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan
(Mardikanto, 2013: 51).

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan di desa Kerinjing, peneliti
mendapatkan beberapa informasi tentang desa Kerinjing. Hasil wawancara

dengan Bapak Faisal selaku Kepala desa Kerinjing pada tanggal 10 februari 2018
yaitu :

1. Pemerintah desa sudah melibatkan masyarakat desa dalam
perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan yaitu melalui
musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan
pembangunan desa (Musrenbangdes)

2. Pemerintah desa sudah melakukan upaya-upaya untuk
memberdayaan masyarakat yaitu dengan cara melakukan
pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang ataupun usaha yang
ada didesa kerinjing

3. Dalam memberdayaan masyarakat kendala-kendala yang di
alami yaitu belum terlaksana secara merata kepada seluruh
masyarakat karena terbatasnya jumlah peserta pada pelatihan-
pelatihan yang dilaksanakan selama ini.

4. Pemberdayaan masyarakat di desa Kerinjing sudah di atur
dalam ketentuan formal seperti visi-misi ataupun program

kerja.

Selain melakukan wawancara dengan kepala desa peneliti juga
mengumpulkan data dokumentasi. Data yang di dapatkan yaitu data masalah dan
potensi dari bagan Kelembagaan. Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai
aspek-aspek kelembagaan yang ada di desa Kerinjing, dapat dikenali masalah
dan potensi seperti berikut ini :
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Tabel 1.1 Masalah dan potensi dari kelembagaan desa

No. Lembaga Masalah Potensi

1.  Pemerintah Perangkat desa kurang e Perangkat lengkap
Desa dan Badan memahami tentang bidang e Sarana tersedia
Perwakilan pemerintahan dan
Desa (BPD) tugasnya

2. Lembaga Pengurus LPMD tidak ada e Perngkat lengkap
Pemberdayaan  kegiatannya e Sarana tersedia
Masyarakat e Tenaga pengurus
Desa (LPMD) potensial

3. Kelompok Tani Pemahaman dan cara e Lembaga ada
bercocok tanam yang baik e Pengurus lengkap
belom dipahami

4. Karang Taruna Masih sedikitnya kegiatan e Lembaga ada
untuk pemuda/pemudi e Pengurus lengkap

5. Lembaga Adat  Kurangnya partisipasi e Lembaga ada

pemuda/pemudi dalam e Pengurus lengkap
melestarikan adat istiadat

Sumber : (RPJMDesa Kerinjing Tahun 201 7-2023)

Dari data di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa desa tersebut masih
belum bisa memanfaafkan potensi-potensi desa yang ada untuk memberdayakan
masyarakat. Hal ini dilatar belakangi oleh Perangkat desa kurang memahami
bidang pemerintahan dan tugasnya Terutama peranan pemerintah desa belum
maksimal dalam memberdayakan masyarakat untuk kemandirian dan
kesejahteraan baik itu idividu, masyarakat serta kelompok sosial/lembaga.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ita Ulumiyah (2013) dengan judul
“peran pemerintah desa dalam memberdayaan masyarakat desa Sumberpasir
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Hasil penelitianya, yakni pemerintah desa
Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa
program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua
peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti,
perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, ketiga peningkatan
ekonomi produktif dengan kegiatan pemberian pelatihan pande besi dan pelatihan

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




Universitas Sriwijaya

dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian yang akan dilakukan

berikutnya.

1.4.2 Secara Praktis
1.4.2.1 Bagi Mayarakat Desa kerinjing
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan

wawasan kepada masyarakat desa Kerinjing tentang pentingnya peranan

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Desa Kerinjing
Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi masukan pemerintah
desa dalam memberdayakan masyarakat, serta bermanfaat sebagai pedoman

dalam mengevaluasi program yang sudah dilakukan, dan selanjutnya dapat

meningkatkan kinerja di kemudian hari.

1.4.2.3 Bagi Peneliti
Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan

mengenai sistem pemerintahan dan bagaimana pengelolaan nya sehingga peneliti

lebih memahami ketika kelak peneliti terjun langsung dalam kehidupan
bermasyarakat.
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